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PERAN BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT (KESBANGPO
LINMAS) DALAM PEMBINAN WAWASAN
KEBANGSAAN DIKABUPATEN MALINAU

Florence !

Abstrak

Peran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan Di Kabupaten Malinau dibawah
bimbingan Bapak Drs. H. Achmad Djumlani, M.Si dan Bapak Dr. H. Abdullah
Karim, M.Si.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Kesatuan Bangsa,
Politik dan Perlindungan Masyarakat Dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan,
mendeskripsikan dan menganalisis mengenai masalah pembinaan wawasan
kebangsaan di Kabupaten Malinau. Jenis penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif dengan mengunakan teknik purposive sampling, narasumber dengan
key Informan yaitu Kepala Badan KESBANGPOLINMAS Kabupaten Malinau,
dan informan dari Bidang Kesatuan Bangsa, Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
dan Pranata Sosial, dan Masyarakat Kabupaten Malinau.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Badan Kesatuan Bansga, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan di
Kabupaten Malinau dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara,
observasi dan pengumpulan data-data dokumentasi dengan teknik analisis data
model interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Peran yang dijalankan
olen KESBANGPOLINMAS Kabupaten Malinau adalah dengan melaksanakan
pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan tentang penting nya wawasan
kebangsaan, mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat, agama,
pemuda dalam rangka untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme bangsa terutama
didaerah perbatasan. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan
sosialisasi yaitu aksesbilitas untuk mejangkau kecamatan-kecamatan yang jauh
dan anggran dana yang terbatas sehingga Peran Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat relatif belum optimal.

Kata Kunci: peran, badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan
masyarakat, dalam pembinaan,wawasan kebangsaan di Kabupaten Malinau.
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Pendahuluan

Berdasarkan Undang-undang 1945 yang termaktub pada alinea ke empat :
kemudian daripada itu untuk membentuk suatu susunan pemerintah Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejatraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan
kebangsaan indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Negara Indonesia,
yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusayawaratan/perwakilan, serta
dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) dalam Perubahan Kedua UUD 1945 termaktub
bahwa usaha bela Negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga Negara. Hal
ini menunjukkan adanya asas demokrasi dalam pembelaan Negara yang
dicerminkan dalam dua pengertian usaha pembelaan Negara, yaitu (1) setiap
warga Negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan Negara
melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan perundang-
undangan yang berlaku, serta (2) bahwa setiap warga Negara harus turut serta
dalam setiap usaha pembelaan Negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya.

Berdasarkan pengamatan/observasi ketika penulis melalukan survei
lapangan nampak bahwa masyarakat di Kabupaten Malinau memiliki pemahaman
berbeda mengenai wawasan kebangsaan terhadap cinta tanah air, tokoh agama
dan tokoh pemuda tidak memiliki rasa nasionalisme, dilihat dari kurangnya
partisipasi dalam memperingati hari besar Negara Indonesia dan kurangnya
memperdalam rasa cinta tanah air, padahal sebagai generasi penerus terkhusus
pada tokoh pemuda harus lebih paham dan mengerti apa yang seharusnya
dilakukan sebagai warga Negara Indonesia yang memiliki wawasan kebangsaan
yang baik. Maka dari itu perlunya Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan kepada masyarakat di Kabupaten
Malinau untuk menumbuh kembangkan rasa akan cinta tanah air. Faktor yang
menyebabkan kurangnya wawasan kebangsaan masyarakat Kabupaten Malinau
karena pola pikir masyarakat yang berbeda-beda, perkembangan zaman yang
semakin maju sehingga memudarkan rasa kebangsaan. Dengan adanya adanya
masalah tersebut maka penulis tertarik mengambil judul “Peran Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Pembinaan Masyarakat dalam Pembinaan
Wawasan Kebangsaaan di Kabupaten Malinau”.

Kerangka Dasar Teori
1. Pengertian Peran

Pengertian peran menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perangkat
tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam
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masyarakat. Istilah peran dipakai untuk menunjukan pola kebudayaan yang
berkaitan dengan posisi status tertentu, peran meliputi sikap, nilai-nilai perilaku
yang ditentukan masyarakat kepada setiap dan semua orang yang menduduki
jabatan tertentu ia meliputi harapan yang sah dari pemegang jabatan itu dalam hal
perilaku orang lain terhadap mereka

Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu
dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku
individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat ( Soekanto,2002:244 ).

Menurut Soekanto ( 2002:242 ) mengatakan bahwa peran dibagi menjadi
tiga, yaitu :

a) Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena
kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifis kelompok, pengurus,
pejabat dsb.

b) Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok
kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna
bagi kelompok itu sendiri.

c) Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif,
dimana anggota kelompok menahan diri agar memberi kesempatan
kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok dapat berjalan dengan baik.

2. Organisasi

Organisasi ada dalam lingkungan kehidupan manusia. Organisasi tidak hanya
sekedar alat dalam menyediakan barang atau jasa tetapi juga menciptakan
lingkungan dimana kita berada. Untuk lebih mengenal tentang apa sebenarnya
organisasi, ada beberapa pendapat seperti yang dikemukakan oleh Gibson,
Ivancevich, Donnely (dalam Hardjito, 1997:07) yaitu organisasi adalah kesatuan
yang memungkinkan masyarakat mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai
individu secara perorangan.

Dengan itu perlu diketahui bahwa dalam mencapai suatu tujuan organisasi
maka dalam pelaksanaan organisasi tersebut diperlukan asas dalam suatu tujuan
organisasi. Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2005:123) mengungkapkan untuk
terwujudnya suatu organisasi yang baik, efektif, efisien serta sesuai dengan
kebutuhan, serta selektif harus didasarkan pada asas-asas (prinsip-prinsip)
organisasi sebagai berikut :

Asas tujuan organisasi

Asas kesatuan tujuan

Asas kesatuan perintah

Asas rentang kendali

Asas pendelegasian wewenang

Asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab
Asas tanggung jawab

Asas pembagian kerja

Asas penempatan personalia

LoNOkwWNPE
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10. Asas jenjang berangkai
11. Asas efesien

12. Asas kesinambungan
13. Asas koordinasi

3. Negara

Pengertian Negara menurut Philipus dan Nurul Aini (2011-99), dalam arti
formal negara diartikan sebagai organisasi kekuasaan dengan suatu pemerintah
pusat. Karakteristik Negara dalam arti formal ini adalah kewenangan pemerintah
menjalankan paksa fisik secara sah. Dalam arti materill, Negara diartikan sebagai
kelompok masyarakat, yaitu Negara sebagai persekutuan hidup. Negara dalam arti
materill ini menempatkan Negara hanya sebagai salah satu di Negara sekian
banyak bentuk pengelompokan sosial. Menurut konsep politik, Negara dapat
terwujud jika memenuhi unsur-unsur berikut: wilayah, penduduk, pemerintah,
kedaulatan.

3.1 Bentuk Negara
Menurut teori-teori modern, bentuk Negara yang terpenting ialah Negara

Kesatuan (Unitarisme) dan Negara Serikat (Federasi).

1) Negara Kesatuan ialah suatu negara yang merdeka dan berdaulat dimana
di seluruh negara yang berkuasa hanya satu Pemerintah (Pusat) yang
mengatur seluruh daerah. Dalam Negara Kesatuan pelaksanaan pemerintahan
negara dapat dilaksanakan dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi.

a. Sistem Sentralisasi
b. Sistem Desentralisasi

Bentuk Negara kesatuan pada umumnya mempunyai sifat-sifat berikut:

a. Kedaulatan negara mencakup ke dalam dan ke luar yang ditangani
pemerintah pusat.

b. Negara hanya mempunyai satu UUD, satu Kepala Negara, satu Dewan
Menteri, dan satu Dewan Perwakilan Rakyat.

c. Hanya ada satu kebijakan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi,
sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

2) Negara Serikat (Federasi) ialah suatu negara yang merupakan gabungan
beberapa negara, yang menjadi negara-negara bagian dan negara serikat itu.
Negara-negara bagian itu semula merupakan suatu negara yang merdeka dan
berdaulat serta berdiri sendiri.

4. Pemerintah

Kata “pemerintah berasal dari bahasa Jawa yaitu “titah” (sabdo, perintah,
instruksi). Bahasa Inggris “Pemerintah” ialah “Government” berasal dari kata
Govern, yaitu merupakan institusi/lembaga beserta jajarannya yang mempunyai
tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab untuk mengurus tugas dan
menjalankan kehendak rakyat. Kecenderungannya lebih tertuju pada eksekutif
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saja. Pemerintah dalam arti sempit yaitu sebagai organ Negara pelaksana tugas-
tugas eksekutif saja. Sedangkan Pemerintah dalam arti luas adalah seluruh
lembaga/organ Negara yang menjalankan kewajiban Negara sebagai organisasi
sosial (societal) yang sangat besar dan kompleks.

4.1 Fungsi Pemerintah

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam
dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan
secara tenang, tentram dan damai. Pemerintahan modern pada hakikatnya adalah
pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan tidak diadakan untuk melayanai
dirinya sendiri. Pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan kepada
masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkin setiap orang dapat
mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan
bersama (Rasyid dan Haryanto dkk, 1997 : 33). Secara umum fungsi 3 pokok
fungsi yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah baik pusat maupun
pemerintah daerah (Aini dalam Haryanto dkk, 1997: 36-37):

a. Fungsi pengaturan

b. Fungsi pelayanan

C. Fungsi pemberdayaan
5. Rakyat

Rakyat, adalah Penduduk suatu Negara, atau segenap warga Negara,
adalah bagian dari suatu negara atau elemen penting dari suatu pemerintahan.
Rakyat terdiri dari beberapa orang yang mempunyai ideologi sama dan tinggal di
daerah/pemerintahan yang sama dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama
yaitu untuk membela negaranya bila diperlukan. Elemen rakyat terdiri dari
wanita,pria,anak-anak,kakek dan nenek. Rakyat akan dikatakan rakyat jika telah
disahkan oleh negara yang ditempatinya dan telah memenuhi syarat-syarat
sebagai rakyat atau Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diatur dalam
Undang-undang RI No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia.

6. Pembinaan

Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 99 tentang pembinan
pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (1), meliputi : (1)
Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa dan
lembaga kemasyarakatan. (2) Memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan
dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa. (3)
Memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan. (4) Memberikan pedoman
penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif. (5) Memberikan pedoman
dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi kepala desa serta
perangkat desa. (6) Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan
pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan. (7) Memberikan penghargaan
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atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelengaraan pemerintahan desa dan
lembaga kemasyarakatan. (8) Menetapkan bantuan keuangan langsung kepada
desa. (9) Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur
pemerintah daerah yang bertugas membina pemerintahan desa. (10) Melakukan
penelitian tentang penyelengaraan pemerintahan desa pada desa-desa tertentu.
(11) Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan.
(12) Pembinaan lainnya yang diperlukan.

7. Aparatur

Menurut Notoatmojo Soetidjo (1992 : 8) Kualitas sumber daya manusia
(aparatur) dapat dilihat dari 3 aspek : 1) fisik, yaitu : kualitas yang berkaitan
dengan kondisi jasmani dan rohani; 2) Aspek Intelengensia, yaitu: yang
mengambarkan kemampuan berpikir seseorang dan merealisasikan gagasan atau
ide-idenya, termasuk didalamnya aspek kecerdasan dan keterampilan; 3) Sikap
mental, yaitu :gambaran mengenai karakter dan sikap seseorang dalam
mengantisipasi situasi lingkungan pada suatu waktu dan tempat tertentu.

Menurut Djamaludin (1994 : 13) Aspek administrasi dianggap penting,
karena aparatur pemerintah akan selalu berhubungan dengan organisasi dimana ia
bekerja yang mempunyai target dan tanggung jawab pekerjaan. Para aparatur
umumnya tidak hanya dibebani tugas-tugas teknis melainkan juga tugas-tugas
administrative. Kapasitas administrasi seorang pegawai ditandai dengan
kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi.
Sehingga seseorang dapat dikatakan mempunyai kapabilitas yang tinggi jika ia
telah memenuhi criteria sebagai berikut : 1) Memiliki kemampuan mental dan
keterampilan fisik individu. 2) Memiliki kemampuan isikologis dalam bentuk
daya, persepsi, sikap, kepribadian dan motivasi. 3) Memiliki kemampuan
organisasi sebagai sumber daya kepemimpinan, kerjasama, koordinasi dan
sebagainya.

8. Pranata Sosial

Menurut Koenjaraningrat (1979) dalam Dwi Narwoko dan Bagong
Suyanto (2006:216), yang dimaksud dengan pranata-pranata sosial adalah sistem-
sistem yang menjadi wahana yang memungkinkan warga masyarakat itu untuk
berinteraksi menurut pola-pola resmi atau suatu sistem tata kelakuan dan
hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-
kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.

8.1 Tujuan dan Fungsi Pranata Sosial

Tujuan utama diciptakannya pranata sosial, selain untuk mengatur agar
kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai, juga sekaligus untuk
mengatur agar kehidupan sosial warga masyarakat bias berjalan dengan tertib dan
lancer sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Untuk mewujudkan tujuannya,
menurut Soerjono Soekanto (1970) dalam Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto
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(2006:217-218), pranata sosial didalam masyarakat dengan demikian harus
dilaksanakan fungsi-fungsi berikut:
a. Memberi pedoman pada anggota masyarakat.
b. Menjaga kebutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan atau
disintegrasi masyrakat.
c. Berfungsi untuk memberikan pegangan dalam sistem pengendalian sosial.

8.2 Karakteristik Pranata Sosial
Dalam kehidupan masyarakat banyak ditemui berbagai pranata sosial,
sehingga sering tidak mudah untuk membedakan antara satu dengan yang lain.
Oleh karena itu, untuk pemahaman lebih lanjut perlu kiranya mengenali
karakteristik umum dari pranata sosial yang dikemukakan oleh Gillin ang Gillin,
sebagai berikut: (Soermardjan dan Soemardi, 1964:67-70).
1) Pranata sosial terdiri dari seperangkat organisasi
2) Pranata sosial itu relative mempunyai tingkat kekekalan tertentu.
3) Pranata sosial itu mempunyai tujuan yang ingin dicapai atau diwujudkan.
4) Pranata sosial merupakan alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk
mencapai tujuannya.
5) Pranata sosial pada umumnya dilakukan dalam bentuk lambang-lambang.
6) Pranata sosial itu mempunyai dokumen baik yang tertulis maupun tidak.

9. Wawasan Nusantara
Wawasan Nasional Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman

kekuasaan bangsa Indonesia yang berlandaskan falsafah Pancasila dan oleh
pandangan geopolitik Indonesia yang berlandaskan pemikiran kewilayahan dan
kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan latar belakang filosofis
sebagai pemikiran dasar pengembangan Wawasan nasional Indonesia ditinjau
dari: (Srijanti. A. Rahman H. | dan Purwanto S.K. (2009:134-135).

1) Falsafah Pancasila

2) Aspek Kewilayahan Nusantara

3) Aspek Sosial Budaya

4) Aspek Historis

9.1 Wawasan Nusantara dalam kehidupan Nasional
Sebagai cara pandang dan visi nasional indonesia, Wawasan Nusantara

harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap individu bangsa
indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi Wawasan Nusantara senantiasa
berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan
menyeluruh sebagai berikut: (Kaelan dan Zubaidi 2007:138-139)

a) Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan politik

b) Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi

c) Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya
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10. Satuan Perlindungan Masyarakat

Pengertian satuan perlindungan masyarakat dapat ditemukan pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang penugasan
Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban,
dan Keamanan Penyelengaraan Pemilihan Umum pada pasal 1 butir 1 yaitu :
Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Perlindungan
Masyarakat adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan
serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna
mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan,
ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

11.Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Dasar pembentukan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Malinau adalah Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor
28 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Malinau.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Malinau merupakan unsur pengamanan dan ketentraman Pemerintah Kabupaten
Malinau di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Malinau melalui
Sekretaris Daerah.

11.1. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 28 Tahun 2008,
tugas pokok dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Malinau adalah Membantu Bupati dalam melakukan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perlindungan Masyarakat. Untuk
penyelenggaraan tugas pokoknya, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malinau mempunyai fungsi:

a. Merumuskan dan merencanakan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa,
politik dan perlindungan masyarakat;

b. Mengkoordinasikan penyusunan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan
perlindungan masyarakat;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan
perlindungan masyarakat;

d. Pembinaan, pengendalian, fasilitas pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan
kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;

e. Pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan kesatuan bangsa, politik dan
perlindungan masyarakat;
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f. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat;

g. Pelaksanaan tugas yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Wawasan Kebangsaan

Berdasarkan peraturan menteri tentang pedoman Pembinaan Wawasan
kebangsaan Nomor 71 Tahun 2012 Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang
bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan
kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika,
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12.2 Nilai Dasar Wawasan Kebangsan
Menurut Idup dan Sinaga (2006:103) Nilai Wawasan Kebangsaan yang
terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki 6 (enam) dimensi
manusia yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu:
1. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai mahluk
ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa;
2. Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan
bersatu;
Cinta akan Tanah Air dan Bangsa;
Demokrasi atau Kedaulatan Rakyat;
Kesetiakawanan Sosial,
Masyarakat adil dan makmur;

ok w

Metode Penelitian
Menurut Moleong (2006:11) Penelitian deskriptif adalah data yang
dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini
disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Semua dikumpulkan
berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan
demikian, laporan penelitian dapat berasal dari naskah wawancara, catatan
lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.
Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, setelah
menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan, maka penulis menggunakan
beberapa cara, yaitu :
1. Penelitian kepustakaan (Library Research)
Yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpul data,
dengan mempelajari sebagai bahan refrensi.
2. Penelitian Lapangan (Field Work Research)
Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan
menggunakan beberapa teknik, yaitu :
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a. Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lapangan. (Rachman,
1999:77)

b. Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan
pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas
pertanyaan itu. (Moleong, 2004:133)

c. Dokumentasi
Teknik dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui peninggalan
tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat,
teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan
masalah penelitian. (Rachman, 1999:96).

Hasil Penelitian
1. Peran Badan Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
a. Seminar/Sosialisasi
Berdasarkan/hasil penelitian data yang penulis peroleh di Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Malinau
menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan pembinaan wawasan kebangsaan
melalui seminar yang telah dilakukan di kecamatan Malinau kota pada tahun
2012. Kemudian pada tahun 2013 pelaksanaan kegiatan seminar dilakukan di
daerah perbatasan di kecamatan kayan hulu, kecamatan kayan hilir dan pada
tahun 2014 pelaksanaan seminar dikecamatan Pujungan dan bahau hulu.
Untuk lebih jelasnya gambaran data diatas dapat dilihat pada tabel
dibawabh ini.

Tabel 4.3
Kegiatan Sosialisasi Dikecamatan Pada Tahun 2012-2014
No Kecamatan Jumlah Tahun
Peserta
1 Malinau Kota 135 2012
2 Kayan Selatan 60 2013
3 Kayan Hulu 53 2013
4 Kayan Hilir 50 2013
5 Pujungan 47 2014
6 Bahau Hulu 58 2014
Jumlah 403

Sumber data Sekretaris Kesbangpolinmas 2014

2. Peningkatan kapasitas aparatur urusan wawasan kebangsaan
a. Diklat Fungsional

Berdasarkan hasil penelitian data yang dapat penulis peroleh di Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Malinau
menunjukan bahwa pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur urusan wawasan
kebangsaan melalui Diklat Fungsional dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
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Tabel 4.4
Diklat Fungsional
No Nama Kursus Tahun | Laki-laki | Perempuan | Jumlah
1 Pengarsipan 2016 2 2 4 orang
2 Pengarsipan 2015 2 2 4 orang
3 Bendahara barang 2015 2 - 2 orang
4 Bendahara barang 2014 2 - 2 orang
5 Bendahara gaji 2014 2 2 4 orang

Sumber Sekretaris Kesbangpolinmas 2014
b. Diklat Struktural

Berdasarkan hasil penelitian data yang dapat penulis peroleh di Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Malinau
menunjukan bahwa pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur urusan wawasan
kebangsaan melalui Diklat Struktural dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Diklat Struktural
No Jabatan Laki-laki | Perempuan | Tahun Jumlah
1 Pim I - - - -
2 Pim 11 1 - 2013 1 orang
3 Pim IV 2 1 2015 3 orang
4 Diklat Prajabatan
CPNS Golongan Il > 2 2007 7 orang
S Diklat Prajabatan
CPNS Golongan | 5 - 2014 5 orang
dan Il
6 Diklat Prajabatan
CPNS Golongan 1 6 1 2016 7 orang
dan Il

Sumber Sekretaris Kesbangpolinmas 2014

c. Peningkatan Pendidikan Formal

Berdasarkan hasil penelitian data yang dapat penulis peroleh di Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Malinau
menunjukan bahwa pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur urusan wawasan
kebangsaan melalui tingkat pendidikan formal pada tahun 2011 dengan tingkat
pendidikan SMA ke tingkat pendidikan D3 dibiayai oleh Badan Kesatuan Bangsa,
Politik dan Perlindungan Masyarakat. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat tidak lagi
membiayai pegawai negeri sipil dengan tingkat pendidikan SMA dikarenakan
keterbatasan anggaran dana dari Pemerintah Daerah. Apabila ada pegawai yang
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ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang tinggi, harus memakai biaya
sendiri, bukan lagi menggunakan biaya dari Pemerintah Daerah (PEMDA). Dapat
dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.6
Tabel pendidikan formal
No | Pendidikan Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah
1 | SMA ke D3 2011 1 - 1 orang

Sumber Sekretaris Kesbangpolinmas 2014
Pegawai negeri sipil yang ada di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat yang ingin meningkat kan jenjang pendidikan yang
lebih tinggi dari SMA ke D3 ada tiga orang pada tahun 2014 dengan
menggunakan biaya sendiri dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7
Pendidikan Formal
No | Pendidikan Laki-Laki Perempuan Tahun Jumlah
1 | SMAKeD3 1 2 2014 3 orang

Sumber Sekretaris Kesbangpolinmas 2014
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pembinaan Wawasan
Kebangsaan

a. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan peran Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdapat kendala-kendala
seperti aksesibilitas yang jauh untuk menuju ke kecamatan-kecamatan yang ada
didaerah perbatasan kemudian anggran dana yang terbatas sehingga Peran Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat relatif belum maksimal.

Kesimpulan
1. Diketahui banhwa Peran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat (Kesbangpolinmas) adalah melalui pelaksanaan kegiatan

wawasan kebangsaan dengan program kegiatan:

a. Mengadakan seminar/ Sosialisasi
Temuan penelitian bahwa seminar dilaksanakan di kecamatan Malinau
Kota pada tahun 2012 hanya sekali. Kemudian sosialisasi kepada
masyarakat tentang wawasan kebangsaan temuan penelitian dilaksanakan
di Kayan selatan, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Pujungan, Bahau Hulu pada
tahun 2013.

b. Diketahui dari hasil penelitian bahwa pelaksanaan peningkatan kapasitas
aparatur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
telah melaksanakan kegiatan berupa peningkatan pendidikan formal,
diklat struktural dan diklat fungsional.

c. Diklat fungsional
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Diketahui bahwa temuan penelitian berkenaan dengan kapasitas aparatur
melalui diklat fungsional melalui kursus bendahara barang, bendahara gaji
dan pengarsipan pada tahun 2014 , 2015, 2016.

d. Diklat struktural seperti Pim Il, Pim I1I, Pim 1V, Diklat Prajabatan CPNS
golongan ll1, Diklat Prajabatan CPNS golongan | dan II. Pim Il pada
tahun 2011 hanya 1 orang selebihnya tidak ada.

e. Pendidikan Formal
Diketahui bahwa temuan penelitian berkenaan dengan kapasitas aparatur
melalui pendidikan formal hanya terdapat 1 orang saja pada tahun 2011
pendidikan SMA ke D3. Kemudian terdapat tiga orang yang melanjutkan
pendidikan formal SMA ke D3 dengan biaya sendiri.

2. Faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan Peran Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdapat kendala-
kendala seperti aksebilitas yang jauh untuk menuju ke kecamatan-kecamatan
kemudian anggran yang terbatas sehingga peran dari Badan Kesatuan Bangsa,
Politik dan Perlindungan Masyarakat relatif belum maksimal.

Rekomendasi

1. Upaya peningkatan sumber daya manusia khususnya peningkatan
pendidikan formal untuk pegawai negeri yang berpendidikan SMA perlu
di perhatikan untuk meningkatkan pelayanan mereka kepada masyrakat
dan kompetisi dalam bekerja menjadi lebih efektif dan efisien. Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat diharapkan agar
memberikan bantuan biaya untuk staf yang ingin melanjutkan tingkat
pendidikan nya ke jenjang pendidikan yang lebih baik.

2. Program pembinaan wawasan kebangsaan ke daerah perbatasan lebih di
tingkatkan lagi agar dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat
yang ada di daerah perbatasan lebih mengerti dan memahami bahwa
penting nya Cinta akan Tanah air Indonesia.
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